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RINGKASAN

KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA ATAS
ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh :
Merry Rimadini,! Suprapto?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab menjalankan
jabatannya secara profesional, terutama dalam hal keberadaannya di wilayah tugas
yang telah ditetapkan. Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2014 melarang notaris untuk
meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan
yang sah dan izin dari Majelis Pengawas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan
ketentuan sanksi terhadap pelanggaran ini masih menyisakan berbagai
permasalahan dari sisi kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab
ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris serta menawarkan
klasifikasi dan standar sanksi yang sesuai dengan prinsip asas kepastian hukum.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual, serta bersifat preskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang
menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapan sanksi, yaitu: lemahnya rumusan
norma dalam Pasal 17 ayat (2), ketiadaan aturan pelaksana yang menjabarkan
secara teknis prosedur pemberian sanksi, serta adanya perbedaan penafsiran oleh
Majelis Pengawas di berbagai daerah. Selain itu, kode etik profesi yang berlaku
masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan praktis secara konkret.

Penelitian ini merekomendasikan adanya perumusan ulang norma Pasal 17
disertai aturan pelaksana yang eksplisit dan sistem informasi pengawasan yang
transparan. Standar pemberian sanksi perlu diatur berdasarkan asas
proporsionalitas, kepastian hukum, dan non-diskriminatif. Dengan demikian,
sistem pengawasan terhadap notaris dapat berjalan lebih konsisten dan adil, serta
mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris dan
masyarakat.
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KLASIFIKASI DAN STANDAR SANKSI TERHADAP
NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATANNYA ATAS
ASAS KEPASTIAN HUKUM

Oleh :
Merry Rimadini,®> Suprapto?
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 108 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Notaris, Wilayah Jabatan, Sanksi Administratif, Kepastian
Hukum, Pengawasan.

Penelitian ini membahas ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap notaris
yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa izin berdasarkan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, ditinjau dari perspektif
asas kepastian hukum. Permasalahan muncul karena tidak adanya peraturan
pelaksana yang menjelaskan lebih lanjut mekanisme, standar, dan prosedur sanksi,
serta adanya disparitas penerapan di berbagai daerah yang mengakibatkan
inkonsistensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor
penyebab ketidakjelasan, serta menawarkan klasifikasi dan standar sanksi yang
sesuai prinsip legalitas dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan
disebabkan oleh lemahnya formulasi norma, kurangnya standar nasional dalam
pengawasan, lemahnya kode etik, dominasi diskresi pengawas, serta ketiadaan
sistem informasi yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma
dan regulasi teknis yang menjamin proporsionalitas, konsistensi, serta
perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasanya.
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CLASSIFICATION AND STANDARD OF SANCTION TO A NOTARY
WHO LEAVES THE OFFICE AREA BASED ON
PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY

By:
Merry Rimadini’, Suprapto 2
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 108 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Office Area, Administrative Sanction, Legal Certainty,
Supervision

This research discusses the vagueness of sanction enforcement to the Notary who
leaves the office area without permission based on Article 17 of Act Number 2 of
2014 concerning Notary Position, viewed from the perspective of the principle of
legal certainty. The problem arises because there is no implementing regulation
which explains further on the mechanism, standard, and procedure of sanction. and
there is disparity in its enforcement in various regions which brings about
inconsistency. The goals of this research are to identify the factors causing the
vagueness, and to offer classification and standard of sanction in conformity with
the principle of legal legality and justice. This is normative legal research, using
statute approach and conceptual approach. Sources of data are obtained from
primary, secondary, and tertiary legal resources which are analyzed qualitatively.
The results of the research show that the vagueness is caused by the weakness of
norm formulation, lack of national standard of supervision. weakness of code of
cthics, domination of discretion control, and nonexistence of transparent
information system. Therefore, reform of the norms and technical regulations are
needed which guarantee proportionality, consistency, and legal protection the
Notary and the users of his services.
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